BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANAH
HAK MILIK TANPA DILAKUKAN DI HADAPAN  PPAT

Tanah memegang peranan yang sangat penting bagi ke-
hidupan manusia dalam bormasyarakat, karena dengan kemampu-
an manusia meongolah dan mendayagunakan tanah tersebut besar

sekali artinya baik pada usaha untuk mencukupi kebutuhan
dalam bidang pangan, moupun usgha-usagha yang menyangkut per-
kembangan kehidupannya misal untuk porumghan, pendirian ber-
bagal bidang industri, tempat ibadoh bahkan pamakaman manu-
sia itu sendiri.

Mengingat begitu banyak kebutuhan mamisia akan tanah
dan di lain pihak penduduk berkembang dengan pesatnya, maka
tanah sering menjadi ajang perbuatan untuk mendapatkannya.
Dalam keadaan demikian perlu membuat suatu aturan yang te-
gas dalam hal pemilikan tanah dan bagl orang yang ingin me-
nguasainya harus mempunyai bukti-bukti tertulis yang ber-
wujud dokumen-dokumen sebagal penguat dalam pemilikan ter-

sebut.
A. Annlisa hukum Is r bell ¢t k ik
tanpa melalui PPAT.

Dalam praktek jual bell tanah yang banyak kita Jume
pai di masyarakat masih berlokunya pembuatan perjanjian-
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perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah secara
di bawah tangan atau tidak dilakukan di hadapan pejabat
yang berwenang meonurut peraturan perundangan yang berlaku.
Perbuatan semacam ini tentu saja akan menyulitkan usaha.
Usaha untuk mengadakan pengawasan secara seksama oleh pemee-
rintah terhadap setiap perbuatan yang bermaksud untuk menge-
adakan pemindahan hak atas tanah.

Di samping itu tidak adanya kepastian hukum dan kepastian
hak atas tanah bagi subyek yang memperoleh hak atas tanah
torsebut. |

Kalau kita kembali pada bunyi pasal 19 PP no: 10 ta-

hun 1961 seolah-olah memberi kesan yang mongharuskan Jual
boli tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT yang pada ha-
kekatnya momuat juga keharusan bahwa jual beli itu harus di
lakukan dihadapan pejabat tersebut, jadi apabila Jual bell
itu tidak dilakukan dihadapan PPAT, maka Jual boli itu ti-
dak mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yang bersangku-
tan kepada pemboli. Kesan yang demikian itu ternyata kurang
tepat, sebab meskipun jual beli tanah tidak dilakukan diha~
dapan PPAT (aktanya tidak dapat dibuat oleh PPAT),  tetapi
kalau syarat-syarat yang bersifat materiil dipenuhi, Jual
beli itu adalah sah artinya mengokibatkan beralihnya hak
yang bersangkutan kepada pembeli, akan tetapi pihak pembeli
masih akan mengalami kesukaran bilamana pihak ke tiga atau-
pun penjual menyangkal adanya jual beli yang telah dilakue
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kan.

Hubungan antara akta yang dibuat oleh PPAT dengan
pendaftaran peralihan tanah di KPT begitu eratnya dan sa-
ling mengkait, sehingga akta PPAT dijadikan syarat mutlak
untuk pendaftaran tanah. Bila konsekwen pada bunyi pasal
23 ayat 2 UUPA maka jual beli yang tidak dilakukan dimuka
PPAT dianggop tidak sah, sebab tidak 8esuai dengan Jiwa
dan tujuan UUPA yang meletakkan dasar-dasar kepastian hu-
kum mengenai hak-hak atas tanah. Nomun demikian, keada-
an dan kondisi masyarekat yang umumnya masih mwam terhadap
| hukum khususnya mengenai jual beli tansh. Hal yang demiki-
an masih dapat ditolelir asalkan para pihak yang barhak
dan berwenang untuk melakukan jual beli memenuhi  syarat-
syarat moteriil. Make perbuatan itu tetap sah, hanya tidak
tercapal lkepastian hukum sebagui peralihan haknya.

Jadi jelasloh bohwa akta PPAT disamping sebagl alat bukti
juga berloku bagi pendaftaran pemindshan hak pada KPT.Maka
apabila jual beli tanah hok milik tanpa melalui PPAT. Maka
tidak sah (tidak mengokibatkan berpindohnya hak atas  ta-
pah) dalam segl kepastian hukum tetapi perbusten jual beli-
nya tetap goh apabiia sudah memenuhi syarat-syarat  mate-

rialnya,
Didalam hukum Islam peraturan tentang pomindahan hok
milik atas tanah berupa bukti-bukti tertulis yang berujud
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dokumon-dokumen tidak diatur secara tegas karena alat buk-
ti yang digunakan adalah persaksian dan lain-lain dan alat

tulis-menulis pada saat itu tidak semnju seperti sekarang
ini.

Pembuktian hak milik atas tanah dengan mempergunaokan ser-
tifikat ditinjou menurut hukum Islam merupakan suatu hal
yang dianjurkan karena menuju kearah kebaikan: Bahken ada-
nya sertifikat atas tanah bisa dipandang wajib bila tanah
tarsebut menang hetul-betul monjadi milik seseorang dan ke
adaan yong mengharskan adonya delom memiliki sertifikat ;

ketontuan semacam ini berdasorkan kaidah yang borbunyi @

Artiﬁya: nSesuatu tidak ckan sempurna suatu kewajiban ke-
cuali dengannya maka penyempurna tadi hukumnya
wajib"; (Aeymuni A. Rahman; 1976; 11L).

Dengan berpegang pada koaidah di ates moka pemilikan
atas tanah dianggap belum sempurna sebelum ada sertifikat
korena hﬁk milik atas tanah tersebut masih belum di skul -
statusnya secara autentik.

’Mengakui akan wajibnya momiliki sertifikat sebagal  surat

keterangan resmi atau formal dari yang berwenang kiranya

sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur-an yang berbunyi:
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu-
amalah tidak secara tunal untuk waktu yang ditené
tukan hendaklah kam menuliskannya dan hendaklah
seorang penulis diantara kamu menuliskannya  de-

ngan benar ..". (Departemen Agama RI QS 2 : 282),

Berdasarkan ayat diatas dapatlah ditafik suatu ko=

simpulan bahwa konsep Islam sejalan dengan peraturan yang
berlaku di Indonesia dengan memerintahkan pada orang-orang
yang bormuamalah untuk menuliskannya, yang mana hal ini
juga mencakup hal jual beli yang menjadi pembahasan dalam
skripsi ini. Karena adanya penulisan secara resmi tersebut
dabat manguntungkan kedua belah pihak baik penjgal atau
pembeli, bila mana dikemudian hari terdapat [upéngingkaran
diantara keduanya maka bukti tertulis tersebut dapat dija-
dikan alat bukti.
Sedang katéntuan di Indonesia dalam jual beli tanah hendak-
nya dilakukan dihadapan FPAT yang merupakan pejabat yang
berwenang yang ditunjuk oleh negara, hal itu tidak lain
untuk memudohkan pengawasan dan pelimpahan tanggung Jjawab
agar dapat berjalan dengan tertib,



Dan ketentuan yang sudah digariskan oleh negaranya karena
peraturan yang dibuat itu demi kemaslohatan umat.

Allah berfirman dalam Al-Qur-an :

,___a‘QIQJ,[, d,_ﬁrJl EPQ_L{,aJJI gpq_bi FEI0Y RN W | k_gll,
Artinya: "Hal erang-orang yang beriman, taatilah Ellah dan

taatilah Rasul(Nya) dan U1il Amri diantara kamn“u
(Departeman Aguma RI, Qs 4; 128).

Pado ayat diatas tersirat suatu maksud perintah un-
tuk taat disomping kepada Allah dan Rasul Juga pada Ulil -
Amri (pemimpin); Perintah taat pada pemimpin tersebut me;
liputi semua peraturanéperaturan yang telah ditetépkan se=-
lamp tidak bertentangan, yang dalam hal ini termasuk per-
aturan pemindohaon hak milik atos tansh dengan mempérguna-
kan sertifikaﬁ sebagai bukti resml dan peraturan semacam
ini monurut hemat kami dapat menuju kepada kebaikan dalam
"hidup bermasyarakat.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh

sahabat Umar yang berbunyi :

JUDN PR L/ IR SRPUUR I R U T} NS | S SO | (LN i B
Sy | A N, (\_._._..}Léi-_—w;-a’ 0‘.53.5.—4.”.

(Shoheh Imam Maslim II § 131).
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Artinya: "Merupakan kewajiban bagi orang muslim untuk men-

dengar dan taat tentang sesuatu, yang baik disena-
ngl maupun dibenci kecuali diperintah kepada ke-

maksiatan maka tidak wajib mendengar dan taat".

Dari uraian tersebut di atas sudah jelas bahwa ser-
tifikat tanah menunjukkan peranan yang penting untuk ilut
sorta monjamin terlaksananya kepastian hak dan kepastian
hukum, hal ini tentunya menimbulkan konotasi kebalikannya.
Barang siapa yang melakukan transaksi jual bali tanah tan-
pa dihadapan PPAT maka secara formal bolum dapat barpindah

haknya dan tidak mempunyal kepastian hukum bagi status ta-
nahnya. Sedang jual belinya tetap sah selama sudah memema-
hi syarat-syarat yang telah disetujui kodua belah pihak.

B. Akibat hukum yang timbul dengan adanya jual beli tanah
hak milik tanpa molalui PPAT.

Persoalan jual beli hak atas tanah dinegara kita se-
benarnya, bukanlah merupakan hal yang baru karena perbuat-
an hukum yang demikian sudah biasa dilakukan tatkala pemi-
1ik tanah memerlukan uang untuk suatu keperluan tertentu -
maka ia dapat menjualnya kepada orang lain tanpa menimbul-
kan persoalan yang ruwet, adanya persoalan yang terjadi bi-
asanya terbatas pada hal pembayaran atau tentang sengketa

batas.



62

Sedang permasalshan yang timbul setelah berlakunya
UUPA dan peraturan pemerintah no : 10 tahun 1961 khusug-
nya pasal 19 serta peraturan pelaoksanaannya yaitu apabila
terjadl suatu sengketa mengenai subyok hak milik atas ta-
nah terhadop tanah yang pernah diperjual belikan sedang
kan jual belinya sendiri tidak dilakukon dihadapan PPAT.
Dalam hal ini menimbulkan akibat hulcum bolum borpindahnya
hak atas tanah secara formal walsupun syarat-syarat mate-
rialnya sudah dipenuhi.
Sebab transaksi jual beli yang dilakukan dibawgh tangan -

artinya tanpa meloalui PPAT gkan membawa dampak apabila di
kemudian hari teordapat sengketa, maka adanya akta  tangh
tersebut dapat dijadikan bukti resmi pemilikan tanah.
Sedangkan cara yang bisa ditempuh apabila  betul-
botul terjadi sengketa dengan mengajukan perkara tersebut
dimuka pongadilan. ¥oka dapatlah ia meminta keroda hakim
agar Jual boli tanah tersebut dinyatakun sgh monurut hue-
kum dan agor ia dinyatakon sebagéi pemilik yang soh. Se-
bagaimana diketahui, bohwa fungsi dari pada akta PPAT itu
adalah untuk membuktikan bahwa benar terjadi jual beli: ta-
noh yuung disebutkan didclamnya. Sedangkan jual beli tanah
menurut putusgan psngadilan telah terjoedi, yang berarti
bahwa haknya sudsh beralih kepada pembell, maka dapatlah-
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pembeli dengan keputusan itu datang kepada kepala KPT untuk
meminta agar diselenggarakan peralihan haknya, tetapi pen-
catatan itu baru dapat dilaksanakan setelah pembeli monda-
pat izin pemindahan haknya dari instansi agraria yang ber-
wenang. Dalam penyelenggaraan pencatatan hak itu ada kesue
karan yang dihadapi yaitu jika tanahnya sudah dibukukan dan

sudah dikeluarkan sertifikatnya, tetapi sertifikat itu ti-
dak diserahkan kepada pembeli. “

Oleh karona itu, menghindari kesulitan separti ter-
sebut diatas, maka pengadilan sebaiknya memerintahkan kepa-

da penjual untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanahnya -
kepada pembeli. Meskipun dalam sertifikat itu masih tercan-

tum nama penjual, sebab dengan diserahkannya sertifikat ke-
pada pembeli merupakan suatu bukti bagi pembeli didalam per
kara yang bersanglkutan.

Bila seandainya kepala KPT berkeberatan untuk meneri-
ma suatu keputusan pengadilan sebagal pengganti akte PPAT,
maka kemungkinan satu-satunya untuk dapat diselenggarakan =

suatu pencatatan peralihan hak atas tanah adalah dengan ja-
lan mengulangi Jjual belinya dihadapan PPAT, tetapi hal ini
pun masih mengalami kesulitan yaitu, Jika penjual meninggal
dunia atau penjual tidak bersedia melakukan jual bell seka-
11 lagi, sehinggn pembeli dan ahli warisnya tidak mungkin
dapat mengalihkean hak kepada pihak lain atau mombebani de=-
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ngan hipotik atau credietverband, meskipun menurut hukum
pembeli dan ghli warisnya sudah menjadi pemilik tansh
yang bersangkutan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelas yang
terbaik adalah mengulangi jual belinya dihadapan PPAT,
tetapl jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka satu-
satunyg'cara untuk menolong mereka yang beri'tikad balk
adalah menerima tafsiran bahwa dengan adanya keputusan
pengadilan yang mengatakan bahwa jual bell tersebut ada-
lah sagh monurut hukum, kepala KPT dapat mencatat peralih-
an haknya dalam buku tanch dan sertifikat yang bersangku-
tan, tentunya setelah berperkara di muka pengadilan dan
momperoleh izin pemindshan hak dari instansi agraria yang
bervenang.

Pengadilan tidak berwenang memorintahkan kepada
instansi agraria untuk membari isin pemindahan hak dan
juga kepada kepala KPT untuk melakukan pencatatan perali-
han haknya kepada pombaeli.

Dengan demikian dapat diketahui, bohwa perbuatan
jual bell tansh tanpa dibuktikan dengan akta PPAT sukar-
lah bagi pembeli untuk memperoleh igin pemindahan hok da-
ri instanei agraria yang berwenang, dan kopola KPT pun
akan menolak untuk melakukan poncatatan peralihan haknya,
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disamping pembeli sendiri sulit untuk mombuktikan bahwa ter
jadi jual beldi tanah. |

Sedangkan dalam hukum Islam Jual beli tannh tanpa di
lakukan di hadapan pejabat yang berwewenang (PPAT) sah hu-
kumnya asalkon memanuhi syarat dan rukunnya. Namun meng-
ingat majunya dunia perdagangan dewaad ini, kedua ketentue
an ini (syarat dan rukun) walaupun sudah terpenuhi belumlah
cukup dalam hal terjadinya transaksi Jjual beli. Makn dengan
adanya pencatatan tersebut merupakon suatu kebalkan  untuk
menghindari terjadinya sengkota yang timbul di kemmdian ha-
ri, misalnya ada pihak ketiga atau ahli warisnya yang meng-
gugat, sehingza menimhulkan kerugion bagi pihak  pembeli,
maka dengan adanya pencatatan itu merupakan suatu kebaikkan
yAng dionjurkan, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang
berbunyi sebagai berikut : '

cptlaadl cde Gl i aalillle

%Monolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada
nénarik kebaikan®. (Moh. Adib Bisri; 1977; 24).

| Jadi dengan adanya petugas pencatat itu morupakan su-

atu kebaikan untuk monghindari terjadinya sengketa di komu-

-dian hari, karena dengan adanya sertifikat sebagai buktl

transaksi jual beli tanah tersebut pembeli sudah mondapat =
kan surat sebagai bukti pomindahan hak miliknmya.



